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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Perspektif 

Maqashid Syariah (Analisis Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga”.  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 

2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu, 

pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kekerasan seksual 

dalam rumah tangga perspektif undang undang dan tinjauan maqashid 

syariah terhadap undang-undang tersebut. 

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan Undang-
Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah 
tangga. Sumber datanya adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari literatur yang 
berkaitan dengan pokok permasalahan selanjutnya dicatat sebagai proses 
pembuatan, kemudian dianalisis sesuai kebutuhan. Teknik analisa data 
penelitian ini adalah metode conten analisis atau analisis isi dengan teknik 
deduktif dan induktif.  

Hasil penelitian adalah bahwa Pemaksaan hubungan seksual bagi 
pasangan suami istri pada  undang undang nomor 23 tahun 2004 secara 
tersirat merupakan perbuatan KDRT. Argumen penghapusan kekerasan 
dalam rumah tangga pada undang-undang nomor 23 tahun 2004 adalah asas 
penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender dan 
perlindungan korban. Undang-undang tersebut antara lain mengatur hak-hak 
korban yang meliputi hak perlindungan, hak pelayanan kesehatan, hak 
pendampingan, hak pelayanan bimbingan rohani, ancaman pidana minimun 
dan lain-lain, yang sebelumnya tidak diatur dalam hukum pidana materiil 
maupun formil yang berlaku selama ini. Tujuan pembentukan undang-
undang ini, bahwa pemerintah berkeinginan memeberikan rasa aman dan 
bebas dari segala bentuk kekerasan kepada warga negaranya dan pemerintah 
menegaskan bahwa kekeran dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak 
asasi manusia serta kejahatan bagi martabat manusia. Hak untuk 
mendapatkan rasa aman dan bebas dari ketakutan adalah salah satu bentuk 
dari hak asasi individual yang melekat pada pribadi manusia. Sedangkan 
kebijakan untuk melakukan perlindungan kepada perempuan menunjukkan 
bahwa peraturan tersebut dipengaruhi faham feminisme. Tinjauan maqashid 
terhadap undang-undang nomor 23 tahun 2004 dapat disimpulkan sebagai 
berikut. Pertama, suami dan istri harus saling memahami keadaan 
pasangannya. Kedua, musyawarah dan komunikasi. Ketiga, suami atau istri 
harus saling bijak dalam menyikapi kebutuhan seks pasangannya karena 
merupakan salah satu tujuan pernikahan. 

 
 

Kata Kunci : KDRT, Kekerasan Seksual 
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ABSTRACT 
 

This research is entitled "Sexual Violence in the Household Maqashid 
Sharia Perspective (Analysis of Law Number 23 Year 2004 concerning 
Elimination of Domestic Violence). 

This research is motivated by Law number 23 of 2004 concerning the 
elimination of domestic violence. Therefore, the main problem in this study 
is whether limiting a working partner is included in the category of 
household abandonment/domestic violence and then what is the view of 
Islamic law on this article. 

This research is a normative research with the approach of Law 
number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence. The 
data sources are secondary data obtained from primary legal materials, 
secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection 
technique in this study was to search for literature related to the subject 
matter which was then recorded as the manufacturing process, then analyzed 
as needed. The data analysis technique of this research is the method of 
content analysis or content analysis with deductive and inductive techniques. 

The result of the research is that forcing sexual intercourse for married 
couples in Law No. 23 of 2004 is implicitly an act of domestic violence. The 
argument for the elimination of domestic violence in Law No. 23 of 2004 is 
the principle of respect for human rights, justice and gender equality and the 
protection of victims. The law, among others, regulates the rights of victims 
which include the right to protection, the right to health services, the right to 
assistance, the right to spiritual guidance services, the threat of minimum 
punishment and others, which were not previously regulated in the material 
and formal criminal law that has been in force so far. . The purpose of the 
formation of this law is that the government wishes to provide a sense of 
security and freedom from all forms of violence to its citizens and the 
government emphasizes that domestic violence is a violation of human rights 
and a crime against human dignity. The right to feel safe and free from fear 
is one form of individual human rights inherent in the human person. 
Meanwhile, the policy to protect women shows that the regulation is 
influenced by feminism. Maqashid's review of law number 23 of 2004 can 
be concluded as follows. First, husband and wife must understand each 
other's circumstances. Second, deliberation and communication. Third, 
husband or wife must be wise with each other in addressing their partner's 
sexual needs because it is one of the goals of marriage 

 

Keywords: Domestic Violence, Sexual Violence 
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 ملخّص

هذا البحث بعنوان "العنف الجنسي في الأسرة المقاصدية منظور شرعي )تحليل القانون 
 ." بشأن القضاء على العنف الأسري 3002لسنة  32رقم 

 
بشأن القضاء على العنف  3002لسنة  32هذا البحث مدفوع بالقانون رقم 

ذه الدراسة هي ما إذا كان تقييد الشريك الأسري. لذلك ، فإن المشكلة الرئيسية في ه
العامل مدرجًا في فئة هجر الأسرة / العنف المنزلي ، ثم ما هو رأي الشريعة الإسلامية 

 .في هذه المقالة
بشأن القضاء  3002لسنة  32هذا البحث هو بحث معياري بمقاربة القانون رقم 

م الحصول عليها من المواد على العنف المنزلي. مصادر البيانات هي بيانات ثانوية ت
القانونية الأولية والمواد القانونية الثانوية والمواد القانونية من الدرجة الثالثة. كانت 
تقنية جمع البيانات في هذه الدراسة هي البحث عن المؤلفات المتعلقة بالموضوع والتي 

يل البيانات لهذا لتم تسجيلها بعد ذلك كعملية تصنيع ، ثم تحليلها حسب الحاجة. تقنية تح
 .البحث هي طريقة تحليل المحتوى أو تحليل المحتوى بتقنيات استنتاجية واستقرائية

على  3002لسنة  32وكانت نتيجة البحث أن إجبار الأزواج في القانون رقم 
ممارسة الجنس هو ضمنياً فعل عنف منزلي. إن الحجة من أجل القضاء على العنف 

هي مبدأ احترام حقوق الإنسان والعدالة  3002لسنة  32الأسري في القانون رقم 
والمساواة بين الجنسين وحماية الضحايا. ينظم القانون ، من بين أمور أخرى ، حقوق 
الضحايا التي تشمل الحق في الحماية ، والحق في الخدمات الصحية ، والحق في 

الدنيا وغيرها ،  المساعدة ، والحق في خدمات التوجيه الروحي ، والتهديد بالعقوبة
والتي لم يتم تنظيمها سابقاً في القانون الجنائي المادي والرسمي الساري حتى الآن. 
والغرض من صياغة هذا القانون هو أن الحكومة ترغب في توفير الشعور بالأمن 
والتحرر من جميع أشكال العنف لمواطنيها ، وتؤكد الحكومة أن العنف الأسري انتهاك 

وجريمة ضد كرامة الإنسان. الحق في الشعور بالأمان والتحرر من  لحقوق الإنسان
الخوف هو أحد أشكال حقوق الإنسان الفردية المتأصلة في الإنسان. وفي الوقت نفسه 
، تظهر سياسة حماية المرأة أن التنظيم يتأثر بالنسوية. يمكن الانتهاء من مراجعة مقشيد 

تالي. أولاً ، يجب أن يفهم الزوج والزوجة على النحو ال 3002لسنة  32للقانون رقم 
ظروف بعضهما البعض. ثانياً: المداولة والتواصل. ثالثاً ، يجب أن يكون الزوج أو 

 الزوجة حكيمين في الاستجابة لاحتياجات الشريك الجنسية لأنها أحد أهداف الزواج
 

 الكلمات المفتاحية: العنف الأسري ، العنف الجنسي
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi isu penting dalam 

beberapa dekade terakhir ini, dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya kasus 

KDRT di dunia dan buruknya efek yang ditimbulkan terhadap perempuan dan anak-

anak. Menurut laporan WHO (World Health Organization) antara 40 hingga 70 

persen perempuan dunia  meninggal akibat kekerasan yang terjadi dalam rumah 

tangga.1 Kenyataan miris tersebut sangat bertentangan dengan ajaran agama dan 

moral manapun di dunia. 

Di Indonesia KDRT merupakan satu permasalahan yang krusial. Dari tahun 

ke tahun jumlah korban KDRT selalu meningkat.2 Berbagai media massa memuat 

berita tentang kekerasan suami terhadap isteri yang sangat bervariasi dan kekerasan 

orang tua terhadap anak.3  

Pada tahun 2000, kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 

mencatat tingkat kekerasan yang dialami perempuan Indonesia sangat tinggi. 

Sekitar 24 juta perempuan atau 11,4 persen dari total penduduk Indonesia pernah 

mengalami tindak kekerasan. Tindakan kekerasan dominan yang dialami oleh 

perempuan  Indonesia kekerasan dalam ranah domestik atau kekerasan dalam 

                                                           
 1 Silfia Hanani, KDRT dan Upaya Penanggulangannya Melalui Pendekatan Institusi Lokal 

dan Formal, Jurnal marwah, Vol IX (Pekanbaru No. 1 Juni 2010), h. 39 
2 Ibid., h. 40  
3 Hadijah dan Lajama, , Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga, (Ambon: STAIN  Ambon Press, 2007), h. 2 



 
 
 

 

 

rumah tangga seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan, atau suami 

berselingkuh.4 

Korban KDRT yang selalu meningkat ini telah mendorong lahirnya undang-

undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 

Diberlakukannya UU tersebut merupakan upaya negara untuk mencegah terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban 

KDRT. Undang-undang ini tidak bertujuan untuk mendorong ke perceraian tapi 

justru bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan 

sejahtera.5 

Undang-undang No 23 tahun 2004 ini mendefenisikan, kekerasan dalam 

rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, 

yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 

psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum dalam lingkup rumah tangga.6 

Lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam UU tersebut terdiri dari suami, 

isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri 

dan anak baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, 

perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja dalam 

                                                           
4https://ilalang.wordpress.com/2007/06/15/perempuan-korban-di-ranah-domestik/. 

(terakhir dilihat 15 Desember 2015) 
5 Tasriani, Tindak Kekerasan Terhadap Isteri Dalam UU NO 23 Tahun 2004 Dan Hukum 

Islam, Jurnal Marwah, Vol IX NO 1, (Pekanbaru, Juni 2010), h. 54 
6 Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), h. 2 

https://ilalang.wordpress.com/2007/06/15/perempuan-korban-di-ranah-domestik/
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rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja itu dipandang sebagai anggota keluarga 

dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. 

Bentuk KDRT dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan 

seksual dan penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi).7 Kekerasan fisik 

adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 

6).8 Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya 

rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, 

dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7).9 

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan 

hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau 

tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan 

komersial dan atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi,  

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap 

dalam lingkup rumah tangga tersebut. 

2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah 

tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan 

tertentu.10 

Dalam Islam tindakan kekerasan dalam rumah tangga apalagi terhadap isteri 

apapun bentuknya jelas tidak dibolehkan, karena pada prinsipnya suami harus 

                                                           
7 Ibid., h. 4 
8 Ibid. 
9Ibid. 
10 Ibid., h. 5 



4 

 

memperlakukan isterinya dengan baik dan patut (mu’asyarah bil ma’ruf ). Dalam 

Al-Qur’an Allah berfirman,  

ٰٓ أنَ تكَۡرَهُواْ شَيۡ  ُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثيِرٗا اوَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِِۚ فإَنِ كَرِهۡتمُُوهُنَّ فعَسََى    وَيجَۡعلََ ٱللََّّ

Artinya: ”Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu 

tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu 

tidak menyukai sesuatu, padah Allah menjadikan padanya 

kebaikan yang banyak”.11 (Q.S. An-Nisa [4]:19) 

  

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa setiap pasangan suami dan istri harus 

bergaul dengan baik dan patut tanpa adanya kekerasan. KDRT apapun bentuknya 

juga bertentangan dengan tujuan perkawinan. Karena selain perkawinan itu  

bertujuan untuk menghalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan 

sebagai pemenuhan hasrat yang bersifat manusiawi juga untuk menggapai 

kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. 

Dalam hubungan tersebut, Al-Quran menggambarkan hubungan suami dan 

isteri bagaikan jasad dan pakaian. Jasad tidak akan berarti apa-apa tanpa pakaian, 

begitu juga sebaliknya. Sebab, tanpa saling menyempurnakan kehidupan keluarga 

tidak akan berjalan sempurna. Hakikat hubungan suami dan isteri adalah hubungan 

kemitraan, sehingga Al-Quran menggambarkannya sebagai hubungan saling 

menyempurnakan, tanpa adanya kekerasan. 

Dari keterangan diatas secara tersirat dapat kita pahami bahwa antara 

hukum Islam dan Undang-undang terlihat bertentangan. Undang-undang 

mengisyaratkan tidak boleh melakukan pemaksaan dalam melakukan hubungan 

seksual kepada istri, menunjukkan seperti adanya kebolehan tidak melayani 

                                                           
11 Depertemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta:CV 

Naladana, 2004), h. 104-105 
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seksualnya suami, sedangkan di dalam syariat Islam suami berhak mengajak istri 

melakukan hubungan seksual untuk melindungi  dirinya dari zina. 

Berdasarkan permasalahan inilah penulis merasa tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut dan mengangkatnya menjadi tesis dengan judul “KEKERASAN 

SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAQASHID 

SYARIAH (Analisis Terhadap Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ’’. 

 

B. Batasan Masalah 

A. Supaya penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka 

pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan pada analisa pasal 8 ayat 

1 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga yang berbunyi: ” Pemaksaan hubungan seksual yang 

dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga 

tersebut”. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikemukakan beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kekerasan Seksual dalam rumah tangga perspektif Undang-

Undang? 

2. Bagaimana Pandangan Maqashid Syariah Terhadap undang-undang 

tersebut? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pandangan pasal 8  Undang-Undang No. 23 tahun 

2004 tentang kekerasan seksual. 

b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pasal tersebut. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran tentang  bagaimana pandangan pasal 8 Undang-undang No. 

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

b. Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pandangan 

maqashid syariah terhadap pasal 8 Undang-undang No. 23 tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Megister Hukum pada 

Program Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

 

E. Landasan Teori 

1. Kekerasan Terhadap Isteri Menurut Hukum Islam 

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk kriminalitas 

(jarimah). Kriminalitas dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang 

telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Segala 

tindak kekerasan terhadap isteri, apapun bentuknya tidak dibenarkan dalam 

Islam.  
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Dalam Syariat Islam suami adalah pengayom bagi isteri yang 

berkewajiban  memperlakukan isterinya dengan baik. Allah SWT. berfirman, 

ٰٓ أنَ تكَۡرَهُواْ شَيۡ  ُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثيِوَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِِۚ فَإنِ كَرِهۡتمُُوهُنَّ فعَسََى    رٗاا وَيجَۡعلََ ٱللََّّ

Artinya: ”Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila 

kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena 

mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padah Allah menjadikan 

padanya kebaikan yang banyak”.12 (Q.S. An-Nisa [4]:19) 

  

Dari ayat diatas dapat dipahami secara Mafhum Mukhalafah13 bahwa 

seorang suami  tidak boleh melakukan kekerasan terhadap istri apapun 

bentuknya. 

Hubungan antara suami dan isteri dalam rumah tangga adalah hubungan 

manusia yang paling esensial, disamping memenuhi kebutuhan biologis 

manusiawi, hubungan ini dapat juga memenuhi kebutuhan mental dan 

psikologis. Selayaknya hubungan tersebut dibungkus dengan kasih sayang, 

bukan layaknya hubungan budak dan majikan, yang satu tertindas dan yang lain 

berkuasa. Di dalam Al-Quran disebutkan, 

وَدَّ  اْ إلَِيۡهَا وَجَعلََ بيَۡنكَُم مَّ جٗا ل ِتسَۡكُنوُٰٓ نۡ أنَفسُِكُمۡ أزَۡوَ  تهِِٰۦٓ أنَۡ خَلقََ لكَُم م ِ  إِ وَمِنۡ ءَايَ 
نَّ ةٗ وَرَحۡمَةًِۚ

قَوۡمٖ يتَفَكََّرُونَ  تٖ ل ِ لِكَ لَأٰٓيَ    ١٢فِي ذَ 
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-

Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir”.(Q.S.Ar-Rum[30]:21)14 

 

                                                           
12 Depertemen Agama Republik Indonesia, Op.cit., h. 104-105 
13 Mafhum mukhalafah adalah mafhum yang lafalnya menunjukkan bahwa hukum yang 

tidak disebutkan berbeda dengan hukum yang disebutkan. Atau bisa juga diartikan hukum yang 

berlaku berdasarkan mafhum yang berlawanan dengan hukum yang berlaku pada mantuq. Totok 

Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2005), 

h. 180 
14 Ibid., h. 572 
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Adapun ketentuan surat An-Nisa’ ayat 34 yang membolehkan suami 

memukul isteri yang nusyuz bukan untuk melegitimasi suami untuk melakukan 

tindak kekerasan terhadap isteri, namun perlu dipahami bahwa maksud 

memukul disana adalah memukul dengan pukulan yang tidak keras dan tidak 

memberikan luka karena tujuannya adalah untuk  mendidik dan memberikan 

pengajaran kepada isteri yang nusyuz. Dalam hal ini Rasulullah SAW. 

bersabda, 

 15مِ وْ يَ الْ  رِ خِ اَ  يفِ  نَّ هُ عْ اجِ ضَ يُ  مَّ ثُ  دِ بْ عَ الْ دَ لْ جَ  هُ تَ اَ رَ امْ  مْ كُ دُ حَ اَ  دْ لِ جْ يَ لَا 

Artinya: ”Jangan sampai salah seorang kamu mencambuk isterinya seperti 

mencambuk seorang budak. Kemudian dia mengaguli isterinya 

tersebut pada penghujung hari”. (H.R. Muttafaq ‘Alaih) 

 

2. Hak Suami Sebagai Pencari Nafkah  

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, 

sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap 

orang lain.16 Timbulnya hak dan kewajiban merupakan akibat hukum dari 

dilangsungkannya sebuah perkawinan. Suami dan istri sama-sama memiliki hak 

dan kewajiban. Kewajiban suami adalah hak istri begitu juga sebaliknya hak 

suami adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh istri. 

Kewajiban isteri kepada suami sebagai pencari nafkah tidak ada yang 

berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk 

nonmateri.17 Kewajiban yang berbentuk nonmateri itu adalah: 

                                                           
15 Imam Muhammmad bin ‘Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, Nailul Authar Syarah 

Muntaqal Akhbar, (Lebanon:Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, 2004), h. 1252 
16 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta:Kencana, 2006), h. 

159 
17 Ibid.  
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a. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini 

dapat difahami dari ayat yang menuntut suami menggauli isterinya 

dengan baik, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal 

balik. 

b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, serta 

memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-

batas yang berada dalam kemampuannya. Hal ini sejalan dengan bunyi 

surat Ar-Rum ayat 21 berikut,  

اْ إلِيَۡهَا وَجَعلََ بيَۡ  جٗا ل ِتسَۡكُنوُٰٓ نۡ أنَفسُِكُمۡ أزَۡوَ  تهِِٰۦٓ أنَۡ خَلقََ لكَُم م ِ  إِنَّ فِ وَمِنۡ ءَايَ 
وَدَّةٗ وَرَحۡمَةًِۚ ي نكَُم مَّ

قَوۡمٖ يَتفَكََّرُونَ  تٖ ل ِ لِكَ لَأٰٓيَ    ١٢ذَ 
Artinya: ”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.18 (Q.S. Ar-Rum[30]:21) 

 

c. Taat dan patuh kepada suami selama suaminya tidak menyuruhnya 

untuk melakukan perbuatan maksiat.19 

Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dari isyarat firman 

Allah dalam surat An-Nisa ayat 34: 

لِهِمِۡۚ  ٰٓ أنَفقَوُاْ مِنۡ أمَۡوَ  ُ بعَۡضَهُمۡ عَلَى  بعَۡضٖ وَبمَِا لَ ٱللََّّ مُونَ عَلَى ٱلن سَِآٰءِ بمَِا فَضَّ جَالُ قَوَّ   ٱلر ِ

تِي تخََافوُنَ نشُُوزَهُنَّ فعَِظُوهُنَّ 
ُِۚ وَٱلَّ  تٞ ل ِلۡغَيۡبِ بمَِا حَفِظَ ٱللََّّ فِظَ  تٌ حَ  نِتَ  تُ قَ  لِحَ  فَٱلصَّ 

َ كَانَ وَٱهۡجُرُ   فَإنِۡ أطََعۡنكَُمۡ فلََا تبَۡغوُاْ عَليَۡهِنَّ سَبيِلًاۗ إِنَّ ٱللََّّ
وهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبوُهُنََّّۖ

ا كَبِيرٗا    ٤٣عَلِي ٗ
Artinya:  “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) 

atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-

laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab 

itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi 

                                                           
18 Op.cit. 
19 Op.cit., h. 162 
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memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah 

telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu 

khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan 

pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah 

mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah 

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.20 (Q.S. 

An-Nisa[4]: 34) 

 

Mematuhi suami disini mengandung arti mengikuti apa yang 

disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan 

dan larangannya itu tidak menyalahi ketentuan agama. Bila suruhan atau 

larangannya itu bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran agama, tidak 

ada kewajiban isteri untuk mengikutinya. 

Tidak ada kewajiban patuh kepada siapa pun termasuk kepada suami 

yang menyuruh kepada maksiat dapat dipahami dari sabda Nabi: 

 21وفِ رُ عْ مَ ي الْ فِ  ةُ اعَ ا الطَّ مَ نَّ اِ  اللِ  ةِ يَّ صِ عْ ي مَ فِ  ةَ اعَ  طَ لَا 

Artinya: “Tidak ada kewajiban taat untuk berbuat maksiat kepada Allah, 

taat hanya kepada kebaikan”. (H.R. An-Nasa’i) 

 

d. Mengurus Rumah Tangga 

Hal ini dapat dipahami dari firman Allah tersebut diatas. Dan juga 

hadist Rasulullah SAW. berikut, 

 ةُ اَ رْ مَ الْ وَ  هِ تِ يْ بَ  لِ هْ اَ  لىَ عَ  اع  رَ  لُ جُ الرَّ وَ  اع  رَ  رُ يْ مِ الأَ ،وَ هِ تِ يَّ عِ رَ  نْ عَ  ول  ئُ سْ مَ  مْ كٌ ل  كُ وَ  اع  رَ  مْ كُ ل  كُ 

 22هِ يتِ عِ رَ  نْ عَ  ولُ ئَ سْ مَ  مْ لكُ كُ وَ  اع  رَ  مْ لكُ كُ فَ  هِ دِ لَ وَ ا وَ هَ جِ وْ زَ  تِ يْ ى بَ لَ عَ  يةٌ عِ رَ 

 
Artinya:”Kalian semua adalah penggembala dan kalian semua adalah 

penanggung jawab terhadap gembalaaanya. Seorang raja 

adalah penggembala. Seorang laki-laki adalah penanggung 

jawab keluarganya. Seorang perempuan adalah penanggung 

jawab bagi rumah suaminya dan anaknya. Kalian semua 

                                                           
20 Depertemen Agama Republik Indonesia, Op.cit., h. 108 
21 Annasa’i, Sunan An Nasa’i, (Riyadh:Maktabah Al Ma’arif, 1417 H ), h. 648 
22 Imam Nawawi, Riadhus Sholihin, (Beirut:Dar Ibnu Katsir, 1428 H), h. 112 
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adalah penggembala dan kalian semua bertanggung jawab 

atas gembalaanya”.23 (H.R. Muttafaq ‘Alaih)  

 

e. Membahagiakan suami dengan memperlihatkan wajah yang 

menyenangkan 

Kesemuanya ini dapat dilihat dari sabda Nabi dalam hadist dari Abu 

Hurairah  menurut yang dikeluarkan oleh An-Nasai: 

ه فْ لِ خَ تُ لَا وَ  رَ مَ اَ  نْ اِ  هُ يعَ طِ تُ وَ  رَ ظَ نَ نْ اِ  هُ رَ سْ تَ  نْ ي اِ تِ الَّ  الَ ؟ قَ رٌ يْ خَ اء سَ الن ِ  ي  اَ  اللِ  ولُ سُ ارَ يَ  لِ يْ قِ 

َ سِ فْ ي نَفِ  َ وَ  ها  24 هُ رَ كْ ا يَ مَ ا بِ هَ لَ  ما
Artinya: “Nabi ditanya: Ya Rasul Allah perempuan mana yang lebih 

baik?Nabi berkata: bila suami memandangnya, ia 

menyenangkan suaminya, bila suaminya menyuruhnya ia 

mematuhinya, ia tidak menyalahi suaminya tentang diri dan 

hartanya tentang sesuatu yang tidak disenangi”. (H.R. An-

Nasai) 

 

3. Istri Bekerja di Luar Rumah Menurut Hukum Islam 

ةَ وَأطَِ  وَقرَۡنَ  كَو  ةَ وَءَاتيِنَ ٱلزَّ لَو  َّۖ وَأقَمِۡنَ ٱلصَّ هِلِيَّةِ ٱلۡأوُلىَ  جَ ٱلۡجَ  جۡنَ تبَرَ  نَ عۡ فيِ بيُوُتكُِنَّ وَلَا تبَرََّ

رَكُمۡ تطَۡهِيرٗا  جۡسَ أهَۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيطَُه ِ ُ لِيذُۡهِبَ عَنكُمُ ٱلر ِ َ وَرَسُولهَُٰۥِٓۚ إِنَّمَا يرُِيدُ ٱللََّّ   ٤٤ٱللََّّ
Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu 

berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah 

yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan 

taatilah Allah dan Rasul-Nya Sesungguhnya Allah 

bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul 

bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.25 (Q.S. 

Al-Ahzab [33]:33) 

Al-Qurthubi menafsirkan, makna ayat diatas adalah perintah untuk 

menetap di rumah.  Redaksi ayat ini memang ditujukan untuk isteri-isteri Nabi 

Muhammad SAW., tetapi sebenarnya mencakup atas semua isteri. Mufassir ini 

menegaskan bahwa agama dipenuhi oleh tuntutan agar wanita-wanita tinggal di 

                                                           
23 Muslich shobir, Terjemah Riyadhus Sholihin Juz I, (Semarang:PT Karya Toha Putra, 

2004), h. 167 
24 An-Nasa’i, Op.cit., h. 500 
25 Depertemen Agama, Op.cit., h. 597 



12 

 

rumah, dan tidak ke luar rumah kecuali karena keadaaan darurat. Pendapat yang 

sama dikemukakan oleh Ibnu Al-Arabi dalam tafsir Ayat-Ayat Al-Ahkam. 

Sementara itu  Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat 

tersebut merupakan larangan bagi wanita untuk keluar rumah jika tidak ada 

kebutuhan yang dibenarkan agama, seperti shalat. Muhammad Quthb salah 

seorang pemikir Ikhwan Al-Muslimin menulis dalam bukunya Ma’rakaat At-

Taqalid, bahwa  ayat itu bukan berarti melarang wanita bekerja, hanya saja 

Islam tidak senang (mendorong) hal tersebut. 

Berdasarkan ayat tersebut  para ulama berbeda pendapat dalam 

menetapkan kebolehan isteri bekerja di luar rumah. Sebagian ulama 

berpendapat bahwa isteri tidak boleh bekerja diluar rumah.26 Dan sebagian yang 

lain berpendapat bahwa Islam tidak melarang Isteri bekerja diluar rumah asal 

mereka dapat memenuhi persyaratan.  

Persetujuan suami merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi oleh 

isteri karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Menerima atau menolak 

keinginan isteri untuk bekerja di luar rumah adalah hak suami. Al Quran dalam 

Surah An-Nisa menerangkan,  

مُونَ عَلىَ ٱل جَالُ قَوَّ  لِهِمِۡۚ ٱلر ِ ُ بعَۡضَهُمۡ عَلىَ  بعَۡضٖ وَبمَِآٰ أنَفقَوُاْ مِنۡ أمَۡوَ  لَ ٱللََّّ ن سَِآٰءِ بمَِا فَضَّ

تِي تخََافوُنَ نشُُوزَهُنَّ فعَِظُوهُنَّ وَٱهۡ 
ُِۚ وَٱلَّ  تٞ ل ِلۡغَيۡبِ بمَِا حَفِظَ ٱللََّّ فِظَ  تٌ حَ  نِتَ  تُ قَ  لِحَ  رُوهُنَّ جُ فَٱلصَّ 

ا كَبيِرٗا فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِ  َ كَانَ عَلِي ٗ  فَإنِۡ أطََعۡنكَُمۡ فلََا تبَۡغوُاْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللََّّ
 بوُهُنََّّۖ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita 

yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri 

ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara 

                                                           
 26 Jamaluddin Rabain, Pandangan Islam terhadap Wanita Bekerja, Jurnal Marwah, Vol I, 

No. 2, (Pekanbaru:Desember 2002), h. 36-37 



13 

 

(mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, 

maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur 

mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, 

maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.27 (Q.S. An- 

Nisa[4]: 34) 

 

Rasulullah SAW. bersabda, 

 

ة ئكَ لَاِ مَ ة , ومَ حْ الرَّ  ةٌ كَ ئِ لاَ مَ وَ  اللُ  نَ عَ ،لَ  تَ لْ عَ فَ  نْ إِ ،فَ  هِ نِ ذْ إِ  بِ لاَّ ا اِ هَ تِ يْ بَ  نْ ج مِ رُ خْ  تَ ا الاَّ هَ يْ لَ عَ  هُ قَّ حَ 

ا هَ لَ  انَ كَ  نْ اِ وَ  الَ ا ؟قَ مً الِ ا ظَ هَ لَ  انَ كَ  نْ اِ وَ  اللِ  ولَ سُ ارَ يَ  تْ الَ قَ  عَ جِ رْ تَ وْ اَ  بَ وْ تُ ى تَ تَّ حَّ  بِ ضَ الغَ 

 امً الِ ظَ 
 

Artinya: “Haknya yang harus dipenuhi istrinya adalah jangan sampai dia 

keluar dari rumahnya kecuali dengan izinnya. Jika dia 

melakukannya maka Allah, malaikat rahmat, dan malaikat marah 

melaknatnya sampai dia bertaubat atau kembali”.28(H.R. Abu 

Daud) 

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 

normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang menitik beratkan pada 

studi kepustakaan.29 Dalam hal ini penulis memfokuskan untuk menelaah 

bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan undang-undang 

(statuta approach) yang teraplikasi dalam undang-undang No. 23 tahun 2004 

                                                           
27 Ibid., h. 108 
28 Wahbah Zuhaili, Op.cit., h. 303 
29 Nico Ngani, Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum, (Yogyakarta: Pustaka 

Yustisia, 2012), cet. Ke-1, h. 78 
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tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengenai pasal 9 ayat 2 

tentang kekerasan ekonomi.  Setelah itu dihubungkan dengan Fiqh Munakahat. 

3. Sumber Data 

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder 

diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber hukum, baik bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.30 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.31 

Berupa Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang 

memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer32, berupa: buku Hukum 

Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Hadijah dan 

Laa Jama), Al Jami’ Fi Fiqhi Al-Nisa’ (Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah ), 

Fiqh Islam Waadillatuhu (Wahbah Zuhaili) dan Kitab-kitab Fiqh klasik. Bahan 

hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan 

hukum primer dan sekunder33, seperti kamus bahasa arab Al-Munawwir. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari literatur 

yang berkaitan dengan pokok permasalahan, selanjutnya dicatat sebagai proses 

pembuatan skripsi, kemudian dianalisis sesuai dengan kebutuhan. 

                                                           
30 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), cet. Ke-1, h. 13 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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5. Metode Analisis Data 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam memberikan, 

menyajikan dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode conten analisis atau analisis isi yakni suatu analisis data 

secara ilmiah tentang isi dari sebuah pesan suatu informasi. Metode ini juga 

digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari, dan kemudian melakukan 

analisis terhadap apa yang diselidiki.34 Dalam menganalisi data, penulis juga 

menggunakan metode : 

a. Deduktif yakni pengkajian data-data yang bersifat umum, untuk 

selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat 

khusus. 

b. Induktif yakni pengkajian data-data yuang bersifat khusus, untuk 

selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat 

umum. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran secara ringkas dan memudahkan pembahasan 

ini agar lebih sistematis, maka penulis membagi pembahasan kepada beberapa bab 

yang terdiri dari sub-sub bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan  

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

                                                           
34Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), h. 49 
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BAB II : Gambaran umum tentang Undang-Undang No. 23 tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berisi 

Sejarah dan Latar Belakang lahirnya dan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004. 

BAB III : Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut 

Hukum Islam, Hak Dan Kewajiban Suami Isteri, Konsep Hukum 

Islam Tentang Seks dalam Pernikahan. 

BAB IV : Tinjauan Undang-undang no 23 tahun 2004 Terhadap Kekerasan 

Seksual dalam rumah tangga, analisis terhadap undang-undang 

tersebut 

BAB V  : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.  

DAFTAR KEPUSTAKAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

79 

BAB II 

GAMBARAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 

TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 

 

A. Sejarah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melahirkan Deklarasi 

mengenai Penghapusan Diskriminasi  terhadap Wanita. Karena Deklarasi tersebut 

tidak mengikat, maka Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kedudukan 

wanita menyusun rancangan konvensi tentang penghapusan segala bentuk 

diskriminasi terhadap wanita yang kemudian disahkan oleh Majelis Umum 

Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada tanggal 18 Desember 1979 dengan istilah 

CEDAW singkatan dari The Convention The Elimination Of All Form Af 

Discrimination Againt Women.35 

Karena ketentuan Konvensi itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintah Republik Indonesia dalam Konferensi 

sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi wanita di Kopenhage pada 

tanggal 29 Juli 1980 menandatangani Konvensi tersebut.36 

Berdasarkan pertimbangan itu, maka pada tanggal 24 Juli 1984 Pemerintah 

Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 

                                                           
35 Hadijah dan La Jamaa, Hukum Islam Dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga, (Ambon: STAIN  Ambon Press, 2007),  h. 15 

 36 Qurrotul Ainiyah, Keadilan Gender Dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif 

Mazhab Syafi’i, (Malang:Kelompok Intrans Publishing, 2015), h. 2 
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pengesahan Konvensi Mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi 

Terhadap Wanita.37  

Dengan Undang-Undang tersebut diharapkan segala bentuk diskriminasi 

terhadap wanita dapat dieleminir dan dihapus di bumi Indonesia. Namun kenyataan 

menunjukkan, bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tersebut 

belum memberikan perlindungan secara signifikan bagi kaum perempuan 

Indonesia.38 

Diakui bahwa perempuan sering menjadi korban karena posisinya yang 

inferior dibanding laki-laki. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang 

terjadi di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga belum 

menunjukkkan realitas yang sebenarnya, karena banyak korban KDRT yang 

enggan mengadukan masalahnya ke pihak berwenang dan masih menganggap 

masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah privasi. 

Menurut informasi dari Mitra Perempuan, salah satu lembaga yang 

memfokuskan diri dalam soal kekerasan  domestik, mencatat selama tahun 1997-

2002 telah menerima 879 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam 

rumah tangga yang terjadi di jabodetabek, dengan pelaku kekerasan terbanyak 

adalah suami (69-74%). Sementara itu lembaga Rifka Annisa telah menerima 

pengaduan sebanyak 994 kali selama tahun 1994-2000 tentang kekerasan yang 

terjadi terhadap isteri di Yogyakarta dan Jawa Tengah.39  

                                                           
 37 Hadijah dan La Jama, Loc.cit.  

 38 Ibid.  

 39 Ibid. h. 19 
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Akibat maraknya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mendorong 

pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang 

Komisi Anti Kekerasan Terhadap perempuan yang ditetapkan pada tanggal 9 

Oktober 1998.40 

Dalam pasal 1 Kepres tersebut disebutkan, bahwa dalam rangka pencegahan 

dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan 

segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dibentuk 

Komisi yang bersifat nasional yang diberi nama komisi Nasional Anti Kekerasan 

Terhadap Perempuan. Komisi ini memiliki tujuan sebagaimana dirumuskan dalam 

pasal 4, bahwa yaitu: 

1. Penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap 

perempuan yang berlangsung di Indonesia. 

2. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk 

kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. 

3. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk 

kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi manusia 

perempuan.41 

Dilihat dari tujuannya, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap 

Perempuan hanya sebatas perangkat aturan yang bertugas melakukan langkah-

langkah preventif terhadap kekerasan terhadap perempuan dan belum merupakan 

perangkat hukum yang secara tegas menindak pelaku kekerasan. 

                                                           
 40 Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 

Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, (Bandung: Fokus Media, 2004), h. 

79 

 41 Ibid., h. 80 
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Keberadaan komisi ini tentu tidak mampu memberikan perlindungan secara 

maksimal kepada korban kekerasan terhadap perempuan. Akibatnya, kasus 

kekerasan terhadap perempuan selalu terjadi di tanah air. Berita kekerasan terhadap 

perempuan pun semakin melonjak dan selalu menghiasi koran dan televisi, ini 

menunjukkan betapa seringnya kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. 

Data Solidaritas Perempuan Untuk Keadilan dan Hak Asasi Manusia 

(SPEK-HAM) selama April 2003-Maret 2004 dalam lingkup Databese Kekerasan 

Terhadap Perempuan yang dilakukan bersama Mitra Perempuan, SPEK-HAM 

mencatat pengaduan dan bantuan kasus baru sebanyak 25 perempuan dan anak-

anak yang mengalami kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Eks 

Keresidenan Surakarta (Solo, Boyolali, Klaten, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, 

Wonogiri). 36% dari 25 perempuan yang memanfaatkan layanan SPEK-HAM telah 

mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, 28% perempuan yang 

menjadi korban adalah anak-anak, 44% dari perempuan yang mengalami kekerasan 

seksual, 68% dari perempuan mengalami lebih dari 1 jenis kekerasan (termasuk 

kekerasan fisik, psikis, seksual, dan tekanan secara ekonomi).42 

Dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga isteri memilih berdamai 

dengan suaminya meski ia berkali-kali dianiaya, bahkan diperkosa (dipaksa 

berhubungan seksual) dengan cara yang menyedihkan, seperti memasukkkan 

terong ke vagina isteri. Namun pada kasus isteri tidak tahan lagi atas perlakuan 

suaminya, ia lebih memilih untuk segera melepaskan diri dari ikatan perkawinan 

mereka.  Itu merupakan cara yang dianggap paling aman dan cepat ketimbang 

                                                           
 42 Ibid., h. 20-21 
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memproses ke jalur pidana. Selain itu juga karena faktor kekhawatiran akan balas 

dendam dari suami atau keluarga besar suami. Dapat dikatakan kebanyakan kasus 

KDRT diselesaikan secara perdata. Meskipun ada yang melaporkan kasusnya ke 

kepolisian, namun lebih banyak yang tidak diteruskan dan lebih menjadikan 

pelaporan itu sebagai bukti atau alasan perceraian.43 

Karena itu, sejak tahun 1996 LBH APIK Jakarta telah mendampingi kasus-

kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 

yang ditangani terus bertambah dari tahun ke tahun. Mulai dari 90 kasus (1998), 

295 kasus (1999), 343 kasus (2000), 471 kasus (2001), 530 kasus (2002), 672 kasus 

(2003) dan terakhir sebanyak 817 kasus di tahun 2004. 

LBH APIK Jakarta menjadikan kasus-kasus yang masuk sebagai titik tolak 

untuk melakukan upaya advokasi dalam rangka merubah hukum kearah yang lebih 

setara dan adil. Hal ini diwujudkan dengan mengkritisi sejumlah kebijakan yang 

diskriminatif, seperti KUHP, UUP No.1/1974, maupun dengan mengajukan 

kebijakan baru antara lain dengan menyusun serta mensosialisasikan RUU anti 

KDRT sejak tahun 1997.44 

Selanjutnya sejak tahun 2002 LBH APIK Jakarta bersama-sama dengan 

KOMNAS perempuan, Convention Watch Universitas Indonesia dan 

Derapwarapsari melakukan kajian tentang peluang dan pentingnya suatu sistem 

peradilan pidana terpadu bagi kasus terhadap kekerasan terhadap perempuan.45 

                                                           
 43 Ibid., h. 22 

 44 http://www.lbh-apik.or.id/advokasi.html, terakhir diakses tanggal 15 Juni 2016. 

 45 Op.cit., h. 24 

http://www.lbh-apik.or.id/advokasi.html
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Perjuangan dan proses advokasi RUU Undang-Undang KDRT melibatkan 

anggota DPR khususnya Komisi VII, Fraksi TNI, dan GOLKAR, yang bekerja 

sama dengan forum parlemen soal bagaimana sosialisasi itu bisa dilakukan terhadap 

anggota dewan yang akan meloading RUU ini melalui jalur inisiatif. Sosialisasi ke 

masyarakat dilakukan bekerja sama dengan vocal point LSM yang mendampingi 

program KDRT dan kalangan akademisi, anggota DPRD dan pemerintah setempat, 

termasuk aparat penegak hukum terlibat, baik polisi, jaksa maupun hakim. 

Dengan demikian RUU KDRT dapat berhasil disahkan DPR dan 

Pemerintah dengan nama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, setelah mengalami 

proses yang panjang yang melibatkan banyak pihak.46  

RUU yang menjadi inisiatif DPR sejak Mei 2003 itu akhirnya disahkan 

Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 22 september 2004 yang  dimuat 

dalam 10 Bab 56 Pasal, sekaligus membuka babak baru dalam penegakan hukum 

terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. 

 

 

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang No. 23 tahun 

2004 tentang PKDRT 

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Dalam ketentuan umum undang-undang PKDRT dijelaskan bahwa 

kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang 

                                                           
46 Ibid., h. 25 



23 

 

terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 

secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran dalam rumah tangga 

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.47 

Lingkup rumah tangga dalam undang-undang PKDRT meliputi: suami, 

isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, 

isteri dan anak baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, 

pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang 

bekerja dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja itu dipandang sebagai 

anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang 

bersangkutan.48 

Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan kekerasan 

dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya 

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran, termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum yang dilakukan terhadap suami, isteri, 

anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri 

dan anak baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, 

perwalian, atau yang menetap dalam rumah tangga dan orang yang bekerja 

dalam rumah tangga tersebut. 

Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah tangga 

                                                           
 47 Republik Indonesia, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 

Op.cit., h. 2 

 48 Ibid., h. 3 
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Kekerasan dalam rumah tangga yang dimuat dalam undang-undang 

PKDRT dapat berupa fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah 

tangga.  

a. Kekerasan Fisik 

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, 

jatuh sakit, atau luka berat.49 Bentuk-bentuk perbuatan yang tergolong 

kekerasan fisik dalam rumah tangga mencakup pukulan dengan 

menggunakan anggota tubuh, pukulan dengan tangan kosong, ditinju, 

pukulan dengan menggunakan benda/alat, pelemparan benda, pembenturan 

kepala isteri ke dinding, sundutan rokok, penyiraman dengan cairan (air 

keras, air cucian dan lain-lain), sabetan/cambukan, diinjak-injak, dibakar, 

diiris, dicubiti, dicekik dan diseret.50 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta mengklasifikasikan 

kekerasan fisik dalam 3 tingkatan, yaitu: 

1) Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti 

menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan 

pembunuhan dan semua perbuatan lain yang mengakibatkan: cedera 

berat, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka 

berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau 

yang menimbulkan bahaya mati, kehilangan salah satu panca indera, 

mendapat cacat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir 

selama 4 minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang 

perempuan dan kematian korban. 

2) Kekerasan fisik ringan berupa, menampar, menjambak, mendorong, 

dan perbuatan lainnya, yang mengakibatkan: cedera ringan, rasa 

sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat. 

3) Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke 

dalam jenis kekerasan berat.51 

                                                           
49 Ibid., h. 4 
50 Hadijah dan Laa jama, Op.cit., h. 50  
51 LBH APIK Jakarta, “Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” (makalah), 

http:// www. Lbh.apik.or.id/kdrt.bentuk.htm. Terakhir diakses tanggal 15 Juni 2016 
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b. Kekerasan Psikis 

Karakteristik kekerasan psikis dalam rumah tangga disebutkan 

dalam pasal 7 yang berbunyi, 

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b adalah 

perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau 

penderitaan psikis berat pada seseorang.52 

Bentuk kekerasan psikis ini dapat diklasifikasikan dalam dua 

tingkatan, yaitu: 

1) Kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, 

kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk 

pelarangan, pemaksaan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang 

merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan atau 

ancaman fisik, seksual, ekonomis, yang masing-masingnya bisa 

mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau 

beberapa hal: (a) gangguan tidur atau gangguan makan atau 

ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau 

kesemuanya berat atau menahun, (b) gangguan stress pasca trauma, 

(c) gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta 

tanpa indikasi medis), (d) depresi berat atau destruksi diri, (e) 

gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas 

seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya dan bunuh diri. 

2) Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, 

eksploistasi, kesewenangan, perendahan dan hinaan, dalam bentuk 

pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial, tindakan atau ucapan 

yang merandahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan 

fisik, seksual, ekonomis, yang masing-masingnya bisa 

mengakibatkan penderitaan psikis ringan berupa salah satu atau 

beberapa hal, ketakutan dan perasaan terteror, rasa tidak berdaya, 

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, 

gangguan tidur, makan atau disfungsi seksual, gangguan fungsi 

tubuh ringan misalnya sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa 

indikasi medis, dan fobia atau depresi temporer.53 

                                                           
 52 Loc.cit.   

53 LBH APIK Jakarta, Op.cit. 
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c. Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual dalam rumah tangga dimuat dalam pasal 8, 

meliputi: 

1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang 

menetap dalm lingkup rumah tangga tersebut. 

2) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap salah 

seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan 

komersil dan atau tujuan tertentu.54 

 

Dalam penjelasan pasal 8 UU Penghapusan KDRT disebutkan 

karakteristik kekerasan seksual yaitu, 

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah 

setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara 

tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan 

orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.55 

Lebih lanjut LBH APIK Jakarta merinci karakteristik kekerasan 

seksual dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian dan kasus yang 

pernah ditangani LBH APIK Jakarta, kasus pemaksaan hubungan seksual 

berupa,  

a) Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera suami. Isteri dipaksa 

melakukan anal seks, oral seks, dan bentuk-bentuk hubungan 

seksual lainnya yang tidak dikehendaki isteri.  

b) Pemaksaan hubungan seksual saat isteri tertidur  

                                                           
 54 Republik Indonesia, Op.cit., h.  4-5 

 55 Ibid., h. 23 
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c) Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu yang 

sama sementara isteri tidak menyanggupinya. 

d) Pemaksaan hubungan seksual oleh suami yang sedang mabuk atau 

menggunakan obat perangsang untuk memperpanjang nhubungan 

intim tanpa persetujuan bersama dan isteri tidak menginginkannya. 

e) Memaksa isteri mengeluarkan suara rintihan untuk menambah 

gairah seksual. 

f) Pemaksaan hubungan seksual saaat isteri sednag haid/menstruasi. 

g) Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan 

psikis seperti mengeluarkan ancaman serta caci maki. 

h) Melakukan kekerasan fisik atau hal-hal yang menyakiti fisik isteri 

seperti memasukkan benda-benda ke dalam vagina isteri, 

menggunting rambut kemaluan isteri dan kekerasan fisik lainnya.56   

d. Kekerasan Ekonomi 

Karakteristik kekerasan ekonomi (penelantaran dlam rumah tangga) 

dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 9 bahwa, 

1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalm lingkup rumah 

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau 

karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, 

perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 

2) Penelantaran sebgaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap 

orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 

membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam 

atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang 

tersebut.57 

 

                                                           
 56 LBH APIK Jakarta, “Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Perkawinan Adalah 

Kejahatan Ekonomi Perkosaan,”http://www.lbh.apik.or.id/fact.htm-28k.  Terakhir diakses tanggal 

15 Juni 2016  

 57 Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, Loc.cit. 
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Kekerasan ekonomi dalam pasal 9 tersebut dirinci oleh LBH APIK 

Jakarta, antara lain tidak diberi nafkah, diberi nafkah tetapi terbatas atau 

kurang, tidak boleh bekerja, harta bersama tidak dibagi, eksploitasi kerja, 

sampai isteri tidak dipercaya memegang uang. Bentuk kekerasan ekonomi 

terbagi dua tingkatan, yaitu: 

a) Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi 

dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa: memaksa korban 

bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran, melarang 

korban bekerja tetapi menelantarkannya dan mengambil tanpa 

sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan 

memanipulasi harta benda korban. 

b) Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja 

menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi 

atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. 

Dalam wujud sederhana, kekerasan berdimensi ekonomi menunjuk 

pada setiap perbuatan yang bisa mengakibatkan kerugian ekonomi, 

ketergantungan secara ekonomis dengan cara membatasi dan atau melarang 

untuk bekerja di dalam atau di luar rumah, dan atau terlantarnya anggota 

keluarga karena tidak diberi nafkah. 

 

 

 

 



 
 
 

79 

BAB III 

TINJAUAN UMUM  

TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  

MENURUT HUKUM ISLAM 

 

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam  

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang 

terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 

secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran dalam rumah tangga termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 

secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.58 Kekerasan, penganiayaan, 

penghinaan, pelecehan, dan sejenisnya dilakukan dalam lingkup rumah tangga 

merupakan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama.59 

Dalam nash Al-Qur’an dianjurkan bahwa dalam menjalani kehidupan 

rumah tangga harus dibina dengan cara yang ma’ruf. Allah SWT. berfirman, 

ٰٓ أنَ تكَۡرَهُواْ شَيۡ  ُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثيِرٗا وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِِۚ فإَنِ كَرِهۡتمُُوهُنَّ فعَسََى   ا وَيجَۡعلََ ٱللََّّ
 

Artinya: ”Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu 

tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu 

tidak menyukai sesuatu, padah Allah menjadikan padanya kebaikan 

yang banyak”.60 (Q.S. An-Nisa’ [4]:19) 

 

Ayat di atas mengisyaratkan kepada pasangan suami isteri untuk selalu 

menggauli pasangan dengan ma’ruf. Bergaul dengan cara yang ma’ruf berarti 

                                                           
58 Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), h. 2 
59  Husein Muhammad, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, 

(Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001), h. 224 
60 Depertemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta:CV 

Naladana, 2004), h. 104-105 
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senantiasa bertindak baik kepada pasangan dalam hal disukai maupun tidak disukai. 

Mafhum Mukhalafah  dari ayat di atas berarti pasangan suami atau isteri tidak boleh 

melakukan tindakan yang tidak baik satu sama lain apalagi sampai melakukan 

kekerasan terhadap pasangan.  

Rasulullah SAW. juga menyatakan dalam hadist, 

ن هََُنَ عَ وَ  َاللهَُع  ضِي  ة َر  ي ر  ََالَ قَ  ا بيَِهُر  سُولَُاللهِ :اكَْمَلُ المُؤْمنيِنَ اِيْمَاناً مَ عليه وسلَّ  ى اللُ لَّ صَ ر 

َلِنسِ اَئهِِمَ َاحَْسَنهُُمْ خُلقاً, وَ  َخِي ارُكُم  خِي ارُكُم 
61 

Artinya: ” Dari Abu Hurairah R.A. ia berkata Rasulullah SAW. bersabda: 

mu’min yang paling sempurna imannya yaitu yang terbaik budi 

pekertinya di antara mereka. Sebaik-baik kalian adalah yang paling 

baik dengan isteri kalian”. (H.R.َAt-Tarmidzi)62  

 

Dari penegasan hadis tersebut terlihat bahwa syari’at Islam sangat 

menghargai wanita yang berperan sebagai isteri, kadar kesempurnaan iman 

seseorang  dapat dilirik dari seberapa baiknya ia terhadap isterinya. 

Dalam hukum Islam kekerasan terhadap isteri dalam bentuk fisik, Psikis, 

seksual dan penelantaran rumah tangga tidak pernah dilegalkan. Menyangkut 

kekerasan fisik Rasulullah SAW. bersabda, 

 63مِ وْ اليَ  رِ خِ ي اَ فِ  نَّ هُ عْ اجِ ضَ يُ  مَّ ثُ  دِ بْ العَ دً لْ جَ  هُ تَ اَ امرَ  مْ كُ دَ حَ اَ  دْ لِ جْ يَ لَا 
Artinya: ”Jangan sampai salah seorang kamu mencambuk isterinya seperti 

mencambuk seorang budak. Kemudian dia mengaguli isterinya 

tersebut pada penghujung hari”. (H.R. Muttafaq ‘Alaih) 

 

Berdasarkan hadist di atas dapat dipahami bahwa suami tidak dibenarkan 

melakukan kekerasan fisik terhadap isteri apalagi sampai mencambuknya seperti 

mencambuk budak.  

                                                           
 61 Imam Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf An Nawawi, (Beirut:Dar Ibnu Katsir, 1428 H) h. 

111 

 62 Muslich Shabir, Terjemah Riadhus Shalihin, (Semarang, PT Karya Toha Putra: 2004), 

h. 165 
63 Imam Muhammmad bin ‘Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, Nailul Authar Syarah 

Muntaqal Akhbar, (Lebanon:Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, 2004), h. 1252 
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Walaupun tindak pemukulan dibenarkan dalam Islam ketika isteri berbuat 

nusyuz namun pemukulan ini bukan berarti tindak kekerasan, karena tujuan dari 

pemukulan ini bukanlah untuk menyakiti, melainkan untuk memberi pelajaran yang 

tidak menimbulkan bekas dan rasa sakit.  Berbeda halnya dengan pemukulan yang 

sampai mengakibatkan luka atau cedera, maka dapat dianggap sebagai kekerasan 

suami terhadap istri dan kepadanya dapat diaplikasikan hukuman yang diamanatkan 

oleh UU PKDRT. Karena, walaupun misalnya pemukulan tersebut adalah tindakan 

suami karena isrtinya nusyuz, akan tetapi karena telah melewati batas yang 

diperbolehkan dalam Islam maka bisa dianggap sebagai sebuah kekerasan. Dasar 

memberi pengajaran bagi isteri yang nusyuz yaitu firman Allah, 

تِي تخََافوُنَ نشُُوزَهُنَّ فعَِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبوُهُنََّّۖ فَإنِۡ أطََعۡنكَُمۡ 
وَٱلَّ 

ا كَبيِرٗا  َ كَانَ عَلِي ٗ   ٤٣فلََا تبَۡغوُاْ عَليَۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إنَِّ ٱللََّّ
 

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah 

mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan 

pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka 

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.64( Q.S. An-

Nisa’[4]:34) 

 

Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan tindakan-tindakan yang patut 

dilakukan suami terhadap isteri yang nusyuz yaitu dengan cara  maka فعَِظُوهُنَّ  (

berilah mereka pengajaran( beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka 

dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami hendaklah menunjukkan 

pimpinan yang tegas dan bijaksana, cara yang kedua yaitu  ضَاجِعِ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فيِ ٱلۡمَ  

(pisahkanlah mereka dari tempat tidur) kerapkali isteri menjadi hilang 

kesombongannya karena pengajaran demikian.  

                                                           
 64 Depertemen Agama, Op.cit., h. 108-109 
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Tetapi ada pula perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih 

tegas, maka pakailah cara yang ketiga  َّوَٱضۡرِبوُهُن (dan pukullah mereka), tentu saja 

cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut 

dipukul.65  Berkenaan dengan bentuk pemukulan dalam kasus nusyuz ada sebuah 

hadits yang diriwayatkan oleh At-Tarmidzi ra. sebagai berikut : 

ن وهُ رُ جُ اهْ فَ  نَ لْ عَ فَ  نْ إِ : فَ  لُ وْ قُ يَ  لمَ سَ وَ  هِ يْ لَ لى الل عَ الل صَ  ولُ سُ رَ  عَ مِ سَ  هُ نَّ ص اَ حوَ ن الَاْ رو ابمَ عُ  نْ عَ 

  66ن سبيلاهِ يْ لَ وا عَ لُ عَ جْ  تَ لَا فَ  مْ كُ نَعْ طَ اَ  إنْ فَ  رح  بَ مُ  رَ يْ ا غَ بً رْ ن ضَ وهُ بُ رِ اضْ وَ  عِ اجِ ضَ ي المَ فِ 
Artinya: “Dari ‘Amr ibn al- Ahwas, ia mendengar Rasululullah saw., bersabda: 

apabila ia ( istri ) tersebut nusyus maka tinggalkanlah ditempat tidur 

dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai, apabila ia sudah 

taat kepada kalian, maka janganlah kalian mencari jalan untuk 

aniaya kepadanya”. (HR. Tarmidzi)  

 

Dengan takhshis dari hadits ini maka jelaslah bahwa pukulan yang 

diperbolehkan dalam kasus nusyuz adalah pukulan yang tidak sampai menyebabkan 

luka dan apalagi cidera. Yang harus diperhatikan tentang pemukulan ini, pertama, 

pemukulan tidak boleh diarahkan ke wajah. Kedua, pemukulan tidak boleh sampai 

melukai, dianjurkan dengan benda yang paling ringan, seperti sapu tangan. Ketiga, 

pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik. Keempat, pemukulan dilakukan 

dalam rangka sepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan 

keharmonisan kembali hubungan suami isteri.67 

Islam juga anti kekerasan psikis dalam rumah tangga. Al-Qur’an sebagai 

sumber hukum Islam mewajibkan suami bergaul dengan isterinya dengan baik. 

Allah SWT. memerintahkan dalam surat An-Nisa’ ayat 19, 

ُ فِيهِ خَيْرًا كَثِي  ارً وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فإَنِْ كَرِهْتمُُوهُنَّ فعَسََى أنَْ تكَْرَهُوا شَيْئاً وَيجَْعلََ اللََّّ

                                                           
 65 Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Jakarta:Pustaka Panjimas, 1983), Juz V, h. 48-49 

66 Imam Abu Zakariyya, Op.cit., hal. 150 

 67 Husen Muhammad, Islam Agama Rumah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren, 

(Yogyakarta:LKIS, 2004), Cet. I, h. 242 
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Artinya: ”Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu 

tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu 

tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya 

kebaikan yang banyak”. (QS. An-Nisa’ [4]:19).68 

 

Al-Qur’an menggaris bawahi hal ini dalam rangka jalinan pernikahan 

karena betapa pun  hebatnya seseorang (suami dan isteri), pasti mempunyai 

kelemahan dan betapa pun lemahnya seseorang, pasti ada juga unsur kekuatannya. 

Sehingga suami dan isteri harus berusaha untuk saling melengkapi sesuai isyarat 

QS. Al-Baqarah (2): 187, bahwa suami isteri saling membutuhkan sebagaimana 

kebutuhan manusia pada pakaian, tetapi juga berarti bahwa suami isteri yang 

masing-masing menurut kodratnya mempunyai kekurangan, harus dapat berfungsi 

menutup kekurangan pasangannya, seperti halnya pakaian menutup aurat 

(kekurangan) pemakainya. Kalau pakaian merupakan hiasan bagi pemakainya, 

maka suami adalah hiasan bagi isterinya, begitu pula sebaliknya (QS. Al-A’raf (7): 

26). Kalau pakaian mampu memelihara manusia dari sengatan panas dan dingin, 

(QS. An-Nahl: 84) maka suami terhadap isterinya dan isteri terhadap suaminya 

harus mampu melindungi pasangannya dari krisis dan kesulitan yang mereka 

hadapi. Ini menunjukkan, bahwa hukum Islam anti kekerasan fisik dan psikis dalam 

rumah tangga. 

Kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga tidak 

dibenarkan dalam hukum Islam. Hal ini terlihat dari haramnya mendukhul isteri 

dari dubur dan dianjurkannya mengedepankan konsep mua’syarah bil ma’ruf 

(menggauli isteri dengan baik). Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Islam anti terhadap segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang 

dilakukan kepada isteri. 

                                                           
 68 Depertemen Agama, Loc.cit. 
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B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri 

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah, secara otomatis akan 

menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam keluarga.69 

Persoalan ini termasuk persoalan yang sangat penting mengingat bahwa langgeng, 

harmonisnya sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh sejauh mana pasangan 

suami isteri melaksanakan tugas kewajiban masing-masing. Selama keduanya 

melaksanakan dan konsisten dengan kewajiban masing-masing, maka 

keharmonisan sebuah rumah tangga besar kemungkinan akan diraih. 

Ketika suami melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin, maka 

hakikatnya isteri akan mendapatkan hak-haknya dengan penuh dan sempurna. 

Demikian juga ketika isteri tersebut melaksanakan kewajiban-kewajibannya 

dengan baik dan ikhlas, maka berarti hak-hak suami telah dipenuhinya dengan 

benar dan sempurna. 

Sebelum menginjak lebih jauh mengenai hak dan kewajiban suami isteri ini, 

perlu penulis jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hak dan apa pula 

yang dimaksud dengan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan dan 

diraih oleh seseorang, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan 

dan dilaksanakan.70 

Terkait hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam rumah tangga dapat 

berbentuk materill dan immateril. Bersifat materiil berarti segala yang menyangkut 

zhahir berbentuk harta dan benda, seperti mahar dan nafkah. Sedangkan yang 

                                                           
 69 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: kencana, 2006), h. 155 
70 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 

2006), h. 159 
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berbentuk immateriil adalah seluruh yang menyangkut bathin atau tidak terlihat 

secara kasat mata seperti kewajiban suami memimpin istri dan anak-anaknya, serta 

menggauli istri dengan baik.71 

Wahbah Zuhaili mengatakan, dasar dari pembagian hak dan kewajiban 

suami maupun istri adalah adat (‘urf) dan nature (fitrah), asasnya setiap hak 

melahirkan kewajiban.72 Diantara hak dan kewajiban tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Kewajiban Suami / Hak Isteri 

a. Memberikan Nafkah 

Yang  dimaksud dengan nafkah di sini adalah nafkah yang diberikan 

oleh suami untuk isteri dan anak-anaknya berupa sandang, pangan dan 

papan menurut ukuran yang layak berdasarkan kemampuan suami.73 

Memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak wajib hukumnya, hal ini 

didasarkan kepada dalil-dalil berikut ini. Dalil Al-Qur’an,  

ن وُجۡدِكُمۡ   أسَۡكِنوُهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتمُ م ِ

Artinya: ”Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu”.74 (At-Thalaq [65]:6) 

 

 

 ُ ُِۚ لَا يكَُل ِفُ ٱللََّّ هُ ٱللََّّ آٰ ءَاتىَ  ن سَعتَهِِّۦَۖ وَمَن قدُِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقهُُۥ فلَۡينُفِقۡ مِمَّ   نَفۡسًا إلِاَّ لِينُفِقۡ ذوُ سَعةَٖ م ِ

ُ بعَۡدَ عُسۡرٖ يسُۡرٗا  هَاِۚ سَيجَۡعلَُ ٱللََّّ  مَآٰ ءَاتىَ 

                                                           
 71 Mahmudah ‘Abd Al’Ati. Keluarga Muslim, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 223 

 72 Wahbah Az- Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 9 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), 

h. 58 

 73 Hadijah dan Laa jama, Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga, (Ambon: STAIN  Ambon Press, 2007), h. 74 
74 Depertemen Agama, Op.Cit., h. 817 
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Artinya: ”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya 

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 

kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 

melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah 

kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.75 

(Q.S At-Thalaq [65]:7) 

 سٌ إِلاَّ وُسۡعهََاِۚ ِۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلوُدِ لهَُۥ رِزۡقهُُنَّ وَكِسۡوَتهُُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِِۚ لَا تكَُلَّفُ نفَۡ 

Artinya:   ”Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada 

para ibu dengan cara ma´ruf. Seseorang tidak dibebani 

melainkan menurut kadar kesanggupannya”.76 (Q.S. Al-

Baqarah [2]:223) 

 

Dalil hadist, 

 

َ سَ  مَ وسلَّ  هِ ى الل عليْ صلَّ  يَّ بِ النَّ  نَّ : اَ ىرِ يْ شَ القً  يةُ اوِ عَ مُ  نْ عَ وَ  ى لَ عَ  ةِ أَ رْ ق المَ احَ : مَ  لٌ جً رَ  هً لَ أ

 لَا بح وَ قَ تُ لَا وَ  هَ جْ ب الوَ رِ ضْ  تَ لَا وَ  تَ يْ سَ تَ ا اكْ ذَ ا إِ هَ وْ سُ كْ تَ وَ  تَ مْ عِ ا طَ ذَ ا إِ هَ مُ عِ طْ : تُ الَ قَ  ؟جِ الزوْ 

 تيْ ي البَ لا فِ اِ  رْ جُ هْ تَ 
Artinya: “Dari Mu'awiyah Al Qusyairi, ia berkata: bahwasanya 

seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah:wahai 

Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami 

atasnya? Beliau berkata:engkau memberinya makan apabila 

engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau 

berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan 

engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau 

cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam 

rumah”.77 (H.R. Abu Daud, An-Nasa’i, Ibnu Majah) 

 

Apabila si suami pelit, tidak memberikan nafkah yang cukup untuk 

isteri dan anak-anaknya padahal dia mampu dan berkelapangan, maka si 

isteri boleh mengambilnya dengan sembunyi untuk mencukupi 

kebutuhannya. Hal ini di dasarkan kepada hadits berikut ini: 

                                                           
75 Ibid. 
76 Ibid., h. 44 
77   Imam Muhammmad bin ‘Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, Op.cit., h. 1251 
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ام  دٌ نْ هِ  تْ الَ ا قَ هَ نْ ي الل عَ ضِ رَ  ةَ شَ ائِ عَ  نْ ة عَ وَ رْ ن عُ ام عَ شَ هِ  نْ ان عَ يَ فْ ا سُ ثنَدَ حَ  مِ يْ عَ ونُ بُ ا اَ دثنَحَ 

 نْ اَ  احٌ نَي جُ لَ عَ  لْ هَ فَ  حٌ يْ حِ شَ  لٌ جُ رَ  انَ يَ فْ ا سُ بَ ن اَ :اِ لمَ سَ  وَ  هِ يْ لَ عَ  لى اللُ صَ  اللِ  لِ وْ سُ رَ لِ  معاويةَ 

 78فِ وْ رُ عْ المَ بِ  كِ يْ فِ كْ ا يَ مَ  وكِ نُ بَ وَ  تِ نْ ى اَ ذِ : خُ الَ را؟ قَ سِ  هِ الِ مَ  نْ مِ  خذَ آَ 

Artinya: ”Kami ceritakan dari Abu Nu’aim dari Sufyan dari Hisyam 

dari Urwah dari Aisyah R.A mengadu Hindun ibu Muawiyah 

kepada Rasulullah SAW. seraya berkata: Ya Rasulullah 

sesungguhnya Abu Sufyan pelit sekali, berdosakah bila aku 

mengambil hartanya sembunyi-sembunyi? Rasul menjawab: 

ambillah sesuatu yang mencukupimu dan anakmu dengan 

cara yang baik”. (H.R. Bukhari) 

 

Mengenai masalah  nafkah ini terdapat perbedaan pendapat antara 

jumhur ulama dan mazhab Maliki.  

1) Jumhur Ulama  

Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya apabila:  

a. Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya sekalipun belum 

menggauli istrinya itu. 

b. Istri tersebut sudah dewasa dalam arti kata, sudah pantas untuk 

digauli. Sekiranya istrinya belum dewaasa (masih kecil). Maka 

tidak wajib diberi nafkah. 

c. Perkawinan suami-istri itu telah memenuhi syarat dan rukun. 

Sekiranya nikah itu fasid, maka nafkah tidak wajib, karena nikah 

fasid mesti dibatalkkan. 

d. Istri taat dan patuh kepada suaminya. Apabila istrinya tidak 

patuh seperti nusyuz (mendurhaka, menentang), maka suami 

                                                           
78 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Jami’ Sahih Al Bukhari, 

(Kairo:Matba’ah As Salafiyyah, 1400 H), Jilid II, h. 115 
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tidak wajib memberi nafkah. Berbeda sekiranya suami nusyuz, 

maka istri tetap berhak mendapat nafkah dari suaminya.79 

2) Mazhab Maliki  

Mazhab Maliki membedakan nafkah istri yang sudah digauli dan 

yang belum digauli.  

a. Syarat nafkah istri yang belum digauli.  

1. Ada kemungkinan istrinya itu menolak untuk digauli. 

Apabila menolak, maka dia tidak berhak mendapat nafkah.  

2. Istri itu layak untuk digauli. Bila masih kecil dan tidak layak 

untuk digauli, maka tidak wajib nafkah baginya. 

3. Suami itu seorang laki-laki yang sudah baligh dan mampu 

menggauli istrinya itu secara sempurna.  

b. Syarat nafkah istri yang sudah digauli.  

1. Suami itu mampu. Bila suami itu belum mampu, maka 

nafkah  tidak wajib selama suaminya belum mampu. Hal ini 

sesuai dengan bunyi ayat: 7 surah at-Thalaq di atas. 

2. Istri itu tidak nusyuz kepada suaminya. Namun, bila 

suaminya yang bersifat nusyuz, maka suaminya tetap 

berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. 

Selanjutnya mengenai jumlah nafkah istri, para ulama berbeda 

pendapat: 

                                                           
79 Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Siraja Prenada 

Media Group, 2006),  h. 217 
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a) Mazhab Syafi’i berpendapat, bahwa nafkah makanan wajib 

diberikan kepada istri sesuai kemampuannya. Namun, jumlah 

makanan yang wajib diberikan sama dengan kafarat sumpah. 

Yaitu satu mudd (675 gram) beras.80 Dalilnya dengan firman 

Allah:  

رَتهُُٰۥٓ إطِۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَ  
 كِينَ مِنۡ أوَۡسَطِ مَا تطُۡعِمُونَ أهَۡلِيكُمۡ فكََفَّ 

Artinya: “Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi 

makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang 

biasa kamu berikan kepada keluargamu”.81 (QS. Al-

Maidah [5]: 89) 
Mazhab Syafi’i menetapkan, bagi suami yang mampu 

memberi  makan  kepada istrinya sejumlah 1350 gram dan bagi yang 

tidak mampu, sebanyak 675 gram.  

b) Ulama selain Mazhab Syafi’I, berpendapat bahwa naf’kah istri 

itu diberikan  secara pasti, walaupun dalam batas minimum. 

Mereka berpegang kepada ayat-ayat yang telah disebutkan 

dalam surah at-Thalaq: 6-7 dan surah al-Baqarah: 233 dan sabda 

Rasulullah. 82 

Seorang suami tidak wajib memberikan nafkah kepada 

isterinya untuk hal-hal berikut: 

1. Bila dia ke luar rumah dan pergi ke tempat lain tanpa persetujuan 

suami atau tanpa alasan yang dibenarkan agama.  

2. Bila dia bepergian tanpa izin suami.  

                                                           
80 Ibid. 
81 Depertemen Agama, Op.Cit., h.  
82 Ibid., h. 162 
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3. Bila dia ihram tanpa persetujuan suami. Dan nafkah tetap 

diberikan bila disertai dan atas persetujuan suami.  

4. Bila dia menolak bersetubuh dengan suaminya.  

5. Bila dia dipenjara karena tindak pidana.  

6. Bila suami meninggal dan dia menjadi janda. Dan dia berhak 

mewarisi harta peninggalan suaminya sesuai dengan haknya. 

Inilah merupakan alasan yang utama mengapa si janda tak 

berhak meperoleh nafkah selama masa idda karena kematian 

suami.  

Menurut Mazhab Maliki dan Syafi’i, jika si suami menolak atau 

mengabaikan pemberian nafkah selama dua tahun, si isteri berhak menuntut 

cerai. Tetapi berbeda dengan Mazhab Hanafi, ketidakmampuan ataupun 

pengabaian nafkah ini bukan merupakan alasan yang cukup untuk bercerai. 

Seorang isteri berhak menuntut suaminya agar mengajaknya bepergian atau 

memberi nafkah selama ia ditinggalkan, sejumlah uang belanja sebelum ia 

pergi atau memberi kuasa kepada seseorang untuk menafkahi isterinya. 

Biaya hidup itu diberikan dalam jangka waktu yang sama seperti kebiasaan 

suami membayarnya. 83 

b. Menggauli Isteri Dengan Baik 

Suami wajib menggauli isteri dengan baik. Sebagaimana 

dikemukakan dalam firman Allah SWT. 

ٰٓ أنَ تكَۡرَهُواْ شَيۡ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِِۚ فإَنِ كَرِهۡتمُُ  ُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثيِرٗا وهُنَّ فعَسََى   ا وَيجَۡعلََ ٱللََّّ

                                                           
83 A. Rahman I. Doi, Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo, 2002), h.267-268 
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Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila 

kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena 

mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah 

menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.84 (Q.S. An-

Nisa’ [4]:19) 

 

Ungkapan  ِوَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوف bermakna perintah untuk berbuat 

baik kepada isteri yang dicintai maupun tidak dicintai lagi. Oleh karena itu 

dalam interaksi pergaulan suami dengan isteri, suami dituntut untuk tetap 

arif dan lapang dada dalam menjalani kehidupan bersama isterinya. 

2. Kewajiban Isteri / Hak Suami 

Di antara kewajiban isteri terhadap suaminya adalah: 

a. Taat Kepada Suami 

Isteri berkewajiban mentaati perintah suami selama perintah itu 

tidak mengajak kepada perbuatan maksiat kepada Allah. Apabila perintah 

tersebut mengajak berbuat maksiat kepada Allah, misalnya meminta isteri 

agar diizinkan untuk mendukhul dari duburnya, maka si isteri tidak boleh 

mentaatinya. Dalil kewajiban isteri untuk mentaati perintah dan kemauan 

suami adalah hadist Rasulullah SAW.  

َ   دَ جُ سْ يَ  نْ اَ  دً حَ را اَ مِ اً  تَ نْ كُ  وْ لَ  الَ قَ  لمَ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  لى اللُ ي صَ ن النبِ ة اَ رَ يْ رَ ي هُ بِ اَ  نْ عَ  حَد  لِأ

 85لَأمََرْتُ المَرْأةَ انَْ تسَْجُدَ لِزَوْجِهَا 
 

Artinya:  ”Kalau sekiranya aku memerintahkan seseorang untuk 

menyembah yang lain, niscaya aku akan memerintahkan 

isteri untuk sujud kepada suaminya”. (H.R. At-Tarmidzi) 

 

                                                           
 84 Depertemen Agama, Loc.cit. 

 

 85 Imam Muhammmad bin ‘Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, Nailul Authar Syarah 

Muntaqal Akhbar, (Lebanon:Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, 2004), h. 536 
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لُ اذِاَ دعََاالرجُ  مَ لسَ وَ  هِ يْ لَ عَ  لى اللُ صَ  اللِ  ولُ سُ رَ  الَ : قَ الَ قَ  هُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  ةَ رَ يْ رَ ي هُ بِ اَ  نْ عَ وَ 

   86امْرَأتهَُ الَِى فرَِاشِهِ فلََمْ تأَتِهِ فبَاَتَ غَضْباَن عَليَْهَا لعَنَتَهَْا المَلََِ كَةُ حَتى تصُْبحَِ 
Artinya: “Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: "Apabila 

suami meminta isterinya untuk berhubungan badan, lalu 

isterinya itu menolak dan enggan, maka ia akan dilaknat oleh 

para malaikat sampai pagi hari tiba”.87 (H.R. Bukhari dan 

Muslim) 

 
Tidak ada ketaatan dalam berbuat maksiat kepada Allah dapat 

dipahami dari sabda Nabi:  

 88فِي المَعْرُوْفِ   اِنمَا الطاعَةُ اللِ  يةِ صِ عْ ي مَ فِ  ةَ اعَ  طَ لَا 

Artinya: “Tidak ada kewajiban taat untuk berbuat maksiat kepada 

Allah, taat hanya kepada kebaikan”. (H.R. An-Nasa’i) 

 

b. Menjaga Kehormatan Diri dan Keluarga 

Firman Allah, 

 ُِۚ تٞ ل ِلۡغيَۡبِ بمَِا حَفِظَ ٱللََّّ فِظَ  تٌ حَ  نِتَ  تُ قَ  لِحَ    فَٱلصَّ 
Artinya: “Sebab itu maka wanita yang saleha, ialah yang taat kepada 

Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh 

karena Allah telah memelihara (mereka)”.89 (Q.S. An-Nisa’ 

[4]:34) 

 

Hadist Rasulullah SAW. 

 تِ يْ ى بَ لَ عَ  يةٌ عِ رَ  ةُ اَ رْ المَ وَ  نِ النبي صلى الل عَلَيْهِ وِسَلمَ قَالَ:وَعَنْ ابْنِ رَضِيَ اللُ عَنْهُ عَ  

 90هِ دِ لَ وَ ا وَ هَ جِ وْ زَ 
Artinya: ”Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah suaminya dan 

anaknya”.91 (H.R. Muttafaq ‘Alaih) 

  

                                                           
 86 Imam An-Nawawi, Op.cit., h. 111 

 87 Muslich Shabir, Terjemah Riadhus Shalihin Jilid I, h. 166 
88 Imam An-Nasa’i, Sunan An Nasa’i, (Riyadh:Maktabah Al-Ma’arif, 1417 H), h. 648-649 
89 Depertemen Agama, Op.Cit., h. 108 

 90 Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Riadhus Sholihin Min Kalamil 

Mursalin, (Beirut, Dar Ibnu Katsir, 2007), h. 112 
91 Muslich Shobir, Op. Cit., h. 167 
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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah,  

1. Pemaksaan hubungan seksual bagi pasangan suami istri pada  undang 

undang nomor 23 tahun 2004 secara tersirat merupakan perbuatan 

KDRT. Argumen penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada 

undang-undang nomor 23 tahun 2004 adalah asas penghormatan hak 

asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender dan perlindungan korban. 

Undang-undang tersebut antara lain mengatur hak-hak korban yang 

meliputi hak perlindungan, hak pelayanan kesehatan, hak 

pendampingan, hak pelayanan bimbingan rohani, ancaman pidana 

minimun dan lain-lain, yang sebelumnya tidak diatur dalam hukum 

pidana materiil maupun formil yang berlaku selama ini. Tujuan 

pembentukan undang-undang ini, bahwa pemerintah berkeinginan 

memeberikan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan kepada 

warga negaranya dan pemerintah menegaskan bahwa kekerasan dalam 

rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan bagi 

martabat manusia. Hak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari 

ketakutan adalah salah satu bentuk dari hak asasi individual yang 

melekat pada pribadi manusia. Sedangkan kebijakan untuk melakukan 

perlindungan kepada perempuan menunjukkan bahwa peraturan 

tersebut dipengaruhi faham feminisme. 
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2. Tinjauan maqashid terhadap undang-undang nomor 23 tahun 2004 dapat 

disimpulkan sebagai berikut. Pertama, suami dan istri harus saling 

memahami keadaan pasangannya. Kedua, musyawarah dan komunikasi. 

Ketiga, suami atau istri harus saling bijak dalam menyikapi kebutuhan 

seks pasangannya karena merupakan salah satu tujuan pernikahan 

B. Saran  

Adapun saran penulis berdasarkan penelitian ini sebagai berikut, 

1. Pemerintah perlu membuat penjelasan lengkap tentang maksud 

kekerasan seksual undang-undang nomor 23 tahun 2004 agar tidak multi 

tafsir 

2. Pemerintah dan DPR sudah saatnya merevisi undang-undang ini karena 

bertentangan dengan kebebasan dalam melaksanakan kepercayaan. 
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